
Menimbang

Mengingat

BUPAU MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : l8 - - TAHUN 2OT4

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 171 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan

Retribusi Daerah, perlu membuat regulasi di tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara

Barat tentang Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II

dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16a5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48OO);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Matuku Utara , Kabupaten Buru, dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3895) ;sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2OOO (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 37611;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

6. Undang-Undang Nomor O1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;

8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2AO4 tentang Peneerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa37l; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pemeri.ntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

asaal;

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan

Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlL Nomor 82, Tasrbahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\



10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OIO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OA5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor t4O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang p66foagran

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7a\;
l4..Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor O7

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor O3

Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat Tahun Anggaran 2Ol4;

18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2Ol3 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Tahun Anggaran 2Ol4



MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupaten Mah-lku Tenggara Barat;

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahrrku Tenggara Barat;

6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Maluku Tengggara Barat;

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Lainnya, selanjutnya diebut SKPD adalah

Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak dan

Retribusi Daerah diluar Dinas Pendapatan Daerah;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabtlpaten Maluku Tenggara

Barat;

1O. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifut memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bag sebesar-besafirya

kemakmuran rakSrat;

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah

sebrgai pembayaran atas jasa atau pernberian izar: tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan;

12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai

penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan

retribusi daerah;

.rl



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perahrran Bupati ini hanya terbatas pada pemberian dan pemanfaatan

insentif pqiak dan retribusi daerah yang kewenangan pungutnya ada pada Pemerinth

Kabupaten.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pemberian dan Pemanfaatan insentif pajak dan retribusi daerah dilakukan

berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. Kepatutan;

b. Kewajaran;

c. Rasionalitas

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Besaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima per

seratus) dari realisasi penerimaan Pqiak dan Retribusi Daerah yang diterima dalam

tahun anggaran berkenan.

(2) Pajak dan Retribusi Daelah ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pqiak dan

Retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PENGANGGARAN, PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Pendapatan men5rusun penganggaran insentif Pajak dan Retribusi

Daerah tahun anggaran berkenan dalam APBD sesuai besaran insentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

(2) Penganggaran insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksukan ke



(3) Penganggaran insentif Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dimasukan

dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja

insentif retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Bagian Kedua

Pemberian dan Pemanfaatan

Pasal 6

(1) Insentif yang telah dianggarkan diatur pemberianya kepada penerima insentif

apabila realisasi tercapai dan/atau melampaui target penerimaan Pajak dan

Retribusi Daerah yang direncanakan dalam APBD setiap triwrrlan;

(2) Capaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :

a. Sampai dengan triwrrlan I 15 % (lima belas per seratus);

b. Sampai dengan triwrrlan II 40 o/o (er:-:pat puluh per seratus);

c. Sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima per seratus);

d. Sampai dengan triwulan IV 10O %o (seratus per seratus).

(3) Apabila realisasi penerimaan pada triwrrlan berikutnya tidak tercapai, tidak

membatalkan insentif yang sudah dibayarkan triwulan sebelumnya.

Pasal 7

(1) Insentif Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11

dimanfaatkan secara langsung untuk r,nernbiayai jasa yang terkait dengan

pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan secara

proporsional dengan presentasi sebagai berikut :

a. Bupati

b. Wakil Bupati

c. Sekretaris Daerah

d. Asisten Bidang Pembangunan

Ekonomi dan Kemasyarakatan

e. Dinas Pendapatan

f. Pihak terkait lainnya yang

membantu pemungutan Pajak

Daerah & Retribusi Daerah

5 % (lima per seratus)

4 %o (empat per seratus)

3 Yo (tiga per seratus)

2 o/o (dua per seratus)

670/o (erram puluh tujuh per seratus)

19% (Sembilan belas per seratus)



(3) Bagian dari Dinas Pendapatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf e

diberikan kepada pejabat atau pegawai, dan petugas pungut pada Dinas

Pendapatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan di kecamatan.

(4) Pihak terkait lainnya yang membantu pemungutan Pajak Daerah & Retribusi

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah Pemungut PBB P2

(perdesaan & perkotaan) tingkat desa/kelurahan dan kecamatan ,Kades/Lurah dan

Camat yang yang terlibat dalam pemungutan dan/atau manajemen pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan

Br-rpati.

(S)Teknis pemberian insentif kepada Pejabat, Dinas Pendapatan atau pegawai Dinas

Pendapatan, dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan memperhatikan potensi dan

kinerja, kedudukan, pangkat/ golongan.

Pasal 6

Pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak dan Retribusi Daerah pada pihak terkait

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) akan diatur oleh Dinas

Pendapatan selaku Koordinator Pendapatan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 7

(1) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

ini wajib dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah setelah dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud harus

pemanfaatan insentif yang lengkap dan sah

yang berlaku.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap

triwulan pada awal bulan berikutnya.

Pasal 8

(1) Pertanggungjawaban atas pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak dan Retribusi

Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai rnekanisme ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

disertai bukti-bukti pemberian dan

sesuai peraturan perundang-undangan



(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dirnaksr-ld pada ayat (1) meliputi :

a. laporan realisasi pembayaran dan penggunaan dana;

b. bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Penerima insentif bertanggungiawab secara formal dan material atas penggunaarl

insentif dimaksud.

(a) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disimpan dan

dipergunakan sebagai objek pemeriksaan

Pasal 9

Realisasi pemanfaatan Pajak dan Retribusi Daerah dicantumkan pada laporan

keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun a.nggaran berkenan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 1O

(1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan

pemanfaatan insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalarn Peraturan

Bupati ini.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala SKPD terkait
yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

terdapat penggunaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, penerima insentif yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap ora.ng dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 10 -a6uc+,{s 2Ol4

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : So- Agus6s 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA tsARAT ?AHUN 2OI4

NOMOR : r$b
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PARAF KOORDINASI
Sekretaris Daerah Y
Asisten Koordinasi U

Kabae Hukum
Keoala SKPD

Pembina Atama Madya

Nip. 196O0307 198OO3 L OOT


